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TENTANG
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KABI'PATEI{ HALIIAJIIERA BARA
TAHUN AITGGSNAI{ 2AT7

BT'PATI EALMAEENA BANAT'

Menimbang : a. bahwa dalan rangla t9*ib administrasi pengelolaan

Keuangan Daerah *Uagaimana diatur dalam Feraturan

Mentefr Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentaflg

Pedoman Pengelolian Keuangan Daerah' m'aka untuk
L;i;;*, pei.a*a*u"t rlrosraa da* kegiatam dipa*dang

;;r.h ;;Guk tsmdahara Fengehrarantrrada Inspekorat
ba*"at Kablpaten Halmahera Barat Tahun Anggaran

2A77;

b. batrwa saudari RuBuIm TIWAR, St yang diusulkan oleh' 
"Arla 

Inspekorat Daerah Kabupaten- Halm'ahera Barat'

""irf." 
pe3atat peogguna anggaran dianggap cakap dan

mt*erxi* syarat serta mel'aksanakan ftrgas

kebendah a'aan ia"* rangka @aksanaan Anggarap pada

Inspektorat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

c.ba}rwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksud
hurtlf a dan d;tb;perlu menetapka* Keput,.san Bupati

tentang Penur{ukan ts-endahara Pengeluaran q3d" Satuan

ild; Tnspektirat Daerah Kabupaten Halmahera Barat

Tahun Aaggaran 2OL7.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69^Tahun 1958 tentang Penetapan

Ut aroE-.rttar"rE Nomor 23 Darurat Tahnn 1957 tentang
pembentukan Saerah-daerag Snratarrtra Tiaglat tr Dalarn

ffit*yrh Daerah Srnratantra Tingkat I Mahrku menjadi

Undanyundang;

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2OOO tentang Perubahan

atas flnaang-rindang Nomor 46 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Provin*i u"rrrto utara, Kabupaten Buru dan

Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2OO3 tentang
pembentukan kabupaten Halmahera l)tgra, Kabupaten

Halmahera Selatai, Kabupaten Kepulauan Sula'

KabupatenHa]rraheraTimurdanKotaTidoreKepulauan
di Frovinsi Maluku Utara;

4.Undang.undangNomorlTTahun2003tentangKeuangan
Negara;

BUPATI BARAT

5. Undang-undang Nomor
Perbendaharaan Negara;

1 Tahun 2AA4 tentang
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6. Undang-undang Nomor
Perimbangan Keuangan i

Daerah;

7. Undacg-undang Nomor 5
Sipil Negara;

33 Tahun 2OO/+ tentang
antara Pemerintah Pusat dan

Tahun 2OL4 terrtang AParatur

Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang

Pemerintahan Daeratr;

9. Peraturan Pemerintatr Nomor 55 Tahun 2OO5 tentang Dana

Perimbangan;

l0.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah;

ll.Peraturan Merrteri Dalam Negeri Nomor t3 Tahun 2006
- - t rttrttg Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

l2.PeraturanDaerahKabupatenHalmaheraBaratNomor6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah XaUupaten ifrt*'tt"ta Barat Tahun Anggaran 2OL5

l3.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 9

Tahun 2A16 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

DaerahKabupaten-HalmaheraBaratTatrunAnggararr
20L7;

l4.Peraturan Bupati Ha}nahera Barat Nomor 11 Tahun 2016
- l*"t*g peqiabaran pendapatan dan Belarria

Daerah Kabupaten Halmabera Barat Tahun Anggaran

2A77;

SuratUsularrlnspekhrrlrrspehoratKabupatenHalmahera
Barat Nomor :SOOIOOZ-IT.K/2016 tanggal' 15 Desember

2016, Perihal: Usulan Bendahara Pengeluaran'

xrEi!ffirTt $NAIS:

Menur{uk Saudari RUXUUU TIWAR' SE NIP' 19720609

ioozti 2 006 sebagai Bendahara pengeluaran pada

S;t"; Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Halmahera

Barat Tatrun Anggaran 2A17 dengan ataqal langsungnya

,".**"" Inspek6rat Daerah Kabu.paten Halm.ahera Barat.

BendaharasebagaimanadimaksudDilctumKesatu,dalam
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tetap

G.peaoman pada ketentuan perundang-undangan yang

berlaktr.

Spsifikasi tanda talrgara -{an Pwaf Ber:dahara

.JU-"S"i**ra dimaksud Df,<nrm Kesatu, terca'tum sebagai

berikut:

KETIGA



KEEMPAT : Keputusan fud mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
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Ditetapkan di : Jailolo
pada [anggaf : tL Jartuari ?OLT

PB'ABAT PARAF

Sekretaris Daerah ,b.\
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum \Y

Insoektur Inspektorat Daerah fr/
Kabag. Hrkoq 6n Otg!.---- vw

{rusAfl I{ALMATTERA EARAT'

Tarnlrrrs,glrt: DisamPaikan kePada Yth ;

1,. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utana di Sofifi,
a. Badan pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara diTernate'

4. Inspekturlnspekorat Kab. Halmaher:a tsarat di Jailoto

5. fepafa BPKD-Kab. Halmahera Barat di Jailolo

6,InspekturlnspektoratKab.HalmaheraBaratdiJailqlo
;. y!|g Ur**,'gi-tan unt*k da,. dilaksanakan sebagaimana mestioya

SPDCIMEN
BEI{DAIIARA PENGELUARAIT

TANDA TANGAN


